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ABSTRAK 

 
ANALISIS PERANAN INTELKAM DALAM PENYELIDIKAN  

TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA  

(Studi pada Direktorat Narkoba Kepolisian Daerah Lampung) 

 

Oleh 

MUHAMMAD RIFASANI RIADI 

 

 

Tindak pidana narkotika merupakan kejahatan yang membahayakan masa depan 

bangsa dan negara, sehingga Kepolisian melaksanakan penegakan hukum secara 

optimal yang dimulai dari penyelidikan tindak pidana. Penyelidikan tindak pidana 

penyalahgunaan narkotika memerlukan peranan Intelkam kepolisian. Permasalahan 

dalam penelitian ini adalah: Bagaimanakah peranan intelkam dalam penyelidikan 

tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh Direktorat Narkoba Kepolisian 

Daerah Lampung dan apakah yang menjadi faktor penghambat peranan intelkam 

dalam penyelidikan tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh Direktorat 

Narkoba Kepolisian Daerah Lampung? 

 

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis 

empiris. Narasumber terdiri dari Penyidik Direktorat Narkoba Polda Lampung dan 

akademisi Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila. Pengumpulan data dilakukan 

dengan studi pustaka dan studi lapangan. Analisis data dilakukan secara kualitatif. 

 

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa peranan intelkam dalam 

penyelidikan tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh Direktorat Narkoba 

Kepolisian Daerah Lampung termasuk dalam peranan normatif dan faktual. Peranan 

normatif didilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan khususnya 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik 

Indonesia dan Surat Keputusan Kapolri Nomor: Skep/37/I/2005 tentang Intelijen 

Polri. Peran faktual dilaksanakan dengan kegiatan pengumpulan bahan/data, 

pembuatan hipotesa, pengumpulan data tambahan, analisis dan konklusi data 

intelijen penyalahgunaan narkotika. Setelah didapatkan data intelijen selanjutnya 

dilaksanakan penyelidikan melalui tindakan penyamaran dan penindakan 

pemberantasan, kemudian dilaksanakan penyidikan terhadap pelaku sesuai dengan 

ketentuan hukum acara yang berlaku dan setelah lengkap berkas dilimpahkan ke 

Kejaksaan untuk proses hukum selanjutnya. Faktor-faktor penghambat peranan 

intelkam dalam penyelidikan tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh 

Direktorat Narkoba Kepolisian Daerah Lampung faktor penegak hukum yaitu 

secara kuantitas masih kurangnya personil Intelkam dan secara kualitas masih 

belum optimalnya pelaksanaan identifikasi ancaman kamtibmas, faktor sarana 

prasana yaitu keterbatasan sarana dan prasarana untuk mengidentifikasi keberadaan  
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bandar narkotika, faktor masyarakat yaitu masih adanya ketakutan atau keengganan 

masyarakat untuk menjadi saksi dalam proses penegakan hukum terhadap pelaku 

penyalahgunaan narkotika dan faktor budaya yaitu masih digunakannya hukum adat 

oleh masyarakat dalam menyelesaikan perkara pidana.  

 

Saran dalam penelitian ini adalah agar sistem deteksi dini intelkam Polri lebih 

mendapat pemahaman dan perhatian yang lebih sehingga dapat melakukan 

antisipasi yang tepat nantinya ketika melakukan tugas di lapangan. Penyidik 

disarankan untuk melaksanakan teknik penyelidikan yang paling efektif dan efisien 

dalam mengungkap tindak pidana narkotika.  

 

Kata Kunci: Peranan Intelkam, Penyidikan, Narkotika  
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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

A. Latar Belakang Masalah  

 

Fenomena penyalahgunaan dan perdagangan gelap narkotika merupakan 

permasalahan internasional, regional dan nasional. Sampai dengan saat ini, 

penyalahgunaan narkotika di seluruh dunia tidak pernah kunjung berkurang, 

bahkan di negara-negara maju yang telah memiliki segala kemampuan sarana dan 

prasarana, berupa teknologi canggih dan sumber daya manusia yang profesional, 

penyalahgunaan narkotika makin hari makin meningkat sejalan dengan perjalanan 

waktu dan kemajuan teknologi. 

 

Tindak pidana narkotika secara umum dapat dibagi menjadi tiga bagian yang 

saling terkait, yakni adanya produksi narkotika secara gelap (illicit drug 

production), adanya perdagangan gelap narkotika (illicit trafficking) dan adanya 

penyalahgunaan narkotika (drug abuse). Ketiga hal itulah sesungguhnya menjadi 

target sasaran yang ingin diperangi oleh masyarakat internasional dengan Gerakan 

Anti Madat Sedunia
1
  

  

Kecenderungan kejahatan atau penyalahgunaan narkotika mengalami peningkatan 

karena pengaruh kemajuan teknologi, globalisasi dan derasnya arus informasi. 
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Aspek Hukum dan Pelaksanaannya. Buana Ilmu. Surakarta. 2002. hlm.2 
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Selain itu adanya keinginan para pelaku untuk memperoleh keuntungan yang 

besar dalam jangka waktu cepat dalam situasi ekonomi yang memburuk seperti 

sekarang ini, diprediksikan akan mendorong penyalahgunaan narkotika akan 

semakin marak.  

 

Kondisi penyalahgunaan narkotika tentunya menjadi keprihatinan dan perhatian 

semua pihak baik pemerintah, lembaga swadaya masyarakat dan seluruh lapisan 

masyarakat Indonesia pada umumnya untuk mencari jalan penyelesaian yang 

paling baik guna mengatasi permasalahan narkotika ini sehingga tidak sampai 

merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara
2
  

 

Pemberantasan penyalahgunaan narkotika merupakan masalah nasional, karena 

berdampak negatif yang dapat merusak serta mengancam kehidupan masyarakat, 

bangsa dan negara serta dapat menghambat proses pembangunan nasional. 

Maraknya penyalahgunaan narkotika tidak hanya terjadi di kota-kota besar saja, 

tapi sudah sampai ke kota-kota kecil di seluruh wilayah Republik Indonesia, mulai 

dari tingkat sosial ekonomi bawah sampai tingkat sosial ekonomi atas. 

 

Menurut Pasal 1 Angka (5) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang 

Narkotika yang dimaksud dengan penyalahgunaan narkotika adalah setiap 

aktivitas menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Selanjutnya 

Pasal 35 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, menyatakan bahwa peredaran 

gelap narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau 

penyerahan narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan 

                                                 
2
 Dharana Lastarya. Narkoba, Perlukah Mengenalnya. Pakarkarya. Jakarta. 2006. hlm.15. 
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maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan 

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 

 

Penanggulangan penyalahgunaan narkotika harus dilaksanakan secara menyeluruh 

(holistik) untuk mencapai hasil yang diharapkan, agar penanggulangan 

penyalahgunaan narkotika yang dilakukan dapat mencapai sasaran yang 

diharapkan. Sehubungan dengan hal tersebut maka sangat diperlukan adanya 

peningkatan kualitas penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), 

peningkatan anggaran penyelidikan dan penyidikan kasus perdagangan gelap 

narkotika, peningkatan sarana dan prasarana pendukung, guna lebih 

memberdayakan Polri dalam mengungkapkan kasus penyalahgunaan narkotika.
 3

 

 

Penyalahgunaan narkotika ini memiliki kesamaan dengan penyakit masyarakat 

lainnya, seperti perjudian, pelacuran, pencurian dan pembunuhan yang sulit 

diberantas atau bahkan dikatakan tidak bisa dihapuskan sama sekali dari muka 

bumi, maka apa yang dapat dilakukan secara realistik hanyalah bagaimana cara 

menekan dan mengendalikan sampai seminimal mungkin angka penyalahgunaan 

narkotika serta bagaimana kita melakukan upaya untuk mengurangi dampak buruk 

yang diakibatkan oleh penyalahgunaan narkotika ini.  

 

Penyalahgunaan narkotika merupakan masalah yang sangat kompleks, sehingga 

diperlukan upaya penanggulangan secara komprehensif dengan melibatkan kerja 

sama multidispliner, multisektor, dan peran serta masyarakat yang dilaksanakan 

secara berkesinambungan dan konsisten. Penegakan hukum terhadap pelaku 

penyalahgunaan narkotika memiliki peranan yang besar dalam penyelenggaraan 

                                                 
3
Erwin Mappaseng. Op.Cit. hlm.2 
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kehidupan berbangsa dan bernegara untuk menjamin kepentingan mayoritas 

masyarakat atau warga negara, terjaminnya kepastian hukum sehingga berbagai 

perilaku kriminal dan tindakan sewenang-wenang yang dilakukan anggota 

masyarakat terhadap masyarakat lainnya akan dapat dihindari. Penegakan hukum 

secara ideal akan dapat mengantisipasi berbagai penyelewengan pada anggota 

masyarakat dan merupakan kepastian bagi masyarakat dalam menaati dan 

melaksanakan hukum tersebut. 

 

Salah satu perangkat pelaksana penegak hukum adalah Kepolisian Negara 

Republik Indonesia yang bertugas menciptakan memelihara keamanan dalam 

negeri dengan menyelenggaraan berbagai fungsi Kepolisian yang meliputi 

pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, 

perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dilakukan oleh 

Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku alat negara yang dibantu oleh 

masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Mengingat bahwa 

penyalahgunaan narkotika merupakan suatu perbuatan melanggar hukum maka 

menjadi kewajiban Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui jajaran di 

bawahnya untuk menangani masalah ini, yaitu dengan semaksimal mungkin 

menekan angka kriminalitas, khususnya penyalahgunaan narkotika sebagai kajian 

penelitian.  

 

Hal di atas sesuai dengan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang 

Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa Tugas pokok Kepolisian Negara 

Republik Indonesia adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, 
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menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan 

kepada masyarakat. 

 

Berkaitan dengan kejahatan penyalahgunaan narkotika maka Kepolisian harus 

melaksanakan serangkaian prosedur dalam mengungkapkan kasus melalui tahapan 

penyelidikan dan penyidikan. Menurut Pasal 1 Ayat (13) Undang-Undang Nomor 

2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, penyidikan adalah 

serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam 

undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu 

membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan 

tersangkanya. 

 

Ketentuan tentang penyidikan tercantum dalam Pasal 1 butir (2) KUHAP bahwa 

penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara 

yang diatur dalam Undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti 

yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan 

guna menemukan tersangkanya  

 

Pengungkapan tindak pidana penyalahgunaan narkotika sebagai proses penegakan 

hukum membutuhkan peran serta masyarakat. Fenomena yang melatarbelakangi 

penelitian ini adalah adanya kesenjangan antara harapan (masyarakat seharusnya 

mau melaporkan dan bersedia menjadi saksi dalam suatu tindak pidana) dengan 

kenyataan (adanya kecenderungan bahwa masyarakat tidak bersedia menjadi saksi 

atau melaporkan kepada aparat penegak hukum apabila mereka melihat atau 

mengetahui adanya suatu tindak pidana). Alasan umum masyarakat kurang 

membantu proses penegakan hukum adalah masyarakat takut atau enggan untuk 
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menjadi pelapor atau saksi dalam proses penegakan hukum. Ketakutan tersebut 

dapat disebabkan oleh adanya ancaman dari para pelaku tindak pidana yang tidak 

segan-segan melakukan kekerasan terhadap masyarakat yang menyaksikan 

perbuatan mereka. Selain itu, masyarakat juga tidak mau terlibat dalam urusan 

hukum, akibatnya mereka tidak melaporkan adanya tindak pidana kepada aparat 

penegak hukum, sehingga berpotensi menghambat aparat penegak hukum dalam 

melaksanakan tugas. 

 

Langkah yang ditempuh penyidik kepolisian dalam mengatasi kurangnya peran 

serta masyarakat dalam proses penegakan hukum adalah dengan melaksanakan 

intelijen keamanan (Intelkam). Tugas pokok intelijen Kepolisian menurut Surat 

Keputusan Kapolri Nomor: Skep/37/I/2005 adalah sebagai berikut: 

a) Melaksanakan pengamatan/penelitian terhadap masalah dan perubahan-

perubahan serta perkembangan kehidupan sosial dalam masyarakat untuk 

dapat mengetahui trend perkembangannya. 

b) Mengidentifikasi ancaman, gangguan, atau hambatan terhadap kamtibmas. 

c) Melaksanakan pengamatan terhadap sasaran-sasaran tertentu dalam 

masyarakat (di bidang Ipoleksosbud) guna menutup kesempatan dan 

mencegah berhasilnya pihak-pihak tertentu untuk mengekploitasi kelemahan-

kelemahan tertentu bagi kepentingan yang membahayakan masyarakat. 

d) Menciptakan kondisi tertentu yang menguntungkan di dalam masyarakat bagi 

pelaksanaan tugas Polri. 

  

Proses deteksi dini Intelkam Polri dilakukan tidak semata-mata dengan produk 

informasi yang seadanya tetapi melalui berbagai tahap pengolahan data-data dan 

juga menggunakan analisis yang mendalam sehingga menghasilkan informasi 

yang akurat. Informasi yang ada dibuat dalam bentuk produk-produk intelijen 

yang disajikan kepada pimpinan guna memberikan masukan kepada pimpinan 

untuk membantu menentukan kebijakan yang akan diambil untuk mengantisipasi 

gangguan kamtibmas.  
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Wewenang Intelijen Kepolisian menurut Surat Keputusan Kapolri Nomor: 

Skep/37/I/2005 meliputi penyelidikan, pengamanan dan penggalangan guna 

terpeliharanya stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif, 

harus dapat mengantisipasi berbagai perkembangan situasi sehingga apabila 

muncul ancaman faktual dapat ditangani secara prfesional dan proporsional sesuai 

dengan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang 

berlaku.  

 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis akan melaksanakan penelitian 

dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul: “Analisis Peranan Intelkam dalam 

Penyelidikan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika” (Studi pada Direktorat 

Narkoba Kepolisian Daerah Lampung) 

 

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup 

 

1. Permasalahan  

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, permasalahan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut:  

a. Bagaimanakah peranan intelkam dalam penyelidikan tindak pidana 

penyalahgunaan narkotika oleh Direktorat Narkoba Kepolisian Daerah 

Lampung? 

b. Apakah yang menjadi faktor penghambat peranan intelkam dalam 

penyelidikan tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh Direktorat 

Narkoba Kepolisian Daerah Lampung? 
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2. Ruang Lingkup 

 

Ruang lingkup penelitian ini adalah kajian ilmu hukum pidana, yang berkaitan 

dengan peranan intelkam dalam penyelidikan tindak pidana penyalahgunaan 

narkotika dan faktor-faktor yang menghambat peranan intelkam dalam 

penyelidikan tindak pidana penyalahgunaan narkotika tersebut. Ruang lingkup 

lokasi penelitian adalah pada Direktorat Narkoba Kepolisian Daerah Lampung 

dan ruang lingkup waktu penelitian adalah pada tahun 2018. 

 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian  

 

1. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah:  

a. Untuk mengetahui peranan intelkam dalam penyelidikan tindak pidana 

penyalahgunaan narkotika oleh Direktorat Narkoba Kepolisian Daerah 

Lampung  

b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat peranan intelkam dalam 

penyelidikan tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh Direktorat 

Narkoba Kepolisian Daerah Lampung 

 

2. Kegunaan Penelitian  

Kegunaan penelitian ini terdiri dari kegunaan teoritis dan kegunaan praktis 

sebagai berikut: 

a. Kegunaan Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam pengembangan kajian 

hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan peranan intelkam dalam 
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penyelidikan tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh Direktorat 

Narkoba Kepolisian Daerah Lampung  sesuai dengan tugas pokok dan fungsi 

kepolisian sebagai aparat penegak hukum.  

b. Kegunaan Praktis  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna secara positif bagi pihak 

kepolisian dalam melaksanakan peranannya sebagai aparat penegak hukum 

menghadapi perkembangan kehidupan masyarakat dan terjadinya tindak 

pidana yang semakin kompleks dewasa ini. 

 

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual  

 

1. Kerangka Teoritis 

 

Kerangka teoritis adalah abstraksi hasil pemikiran atau kerangka acuan atau dasar 

yang relevan untuk pelaksanaan suatu penelitian ilmiah, khususnya penelitian 

hukum
4
. Berdasarkan definisi tersebut maka kerangka teoritis yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah:  

 

a. Teori Peranan 

Peranan adalah aspek dinamis kedudukan (status), yang memiliki aspek-aspek 

sebagai berikut:  

1) Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat 

seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian 

peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat. 

2) Peranan adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu 

dalam masyarakat sebagai organisasi. 

3) Peranan juga dapat diartikan sebagai perilaku individu yang penting bagi 

struktur sosial masyarakat.
5
 

 

                                                 
4
 Soerjono Soekanto. Pengantar Penelitian Hukum. Rineka Cipta. Jakarta. 1986. hlm.103 

5
 Soerjono Soekanto. Sosiologi Suatu Pngantar. Rajawali Press. Jakarta. 2002. hlm.242 
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Secara umum peranan adalah suatu keadaan di mana seseorang melaksanakan hak 

dan kewajibannya dalam suatu sistem atau organisasi. Kewajiban yang dimaksud 

dapat berupa tugas dan wewenang yang diberikan kepada seseorang yang 

memangku jabatan dalam organisasi.  

 

Selanjutnya peranan terbagi menjadi:  

1) Peranan normatif adalah peranan yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga 

yang didasarkan pada seperanangkat norma yang berlaku dalam kehidupan 

masyarakat  

2) Peranan ideal adalah peranan yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga 

yang didasarkan pada nilai-nilai ideal atau yang seharusnya dilakukan sesuai 

dengan kedudukannya di dalam suatu sistem. 

3) Peranan faktual adalah peranan yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga 

yang didasarkan pada kenyataan secara kongkrit di lapangan atau kehidupan 

sosial yang terjadi secara nyata.
6
 

 

 

b. Teori Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum  

Penegakan hukum bukan semata-mata pelaksanaan perundang-undangan saja, 

namun terdapat juga faktor-faktor yang mempengaruhinya, yaitu sebagai berikut: 

1) Faktor Perundang-undangan (Substansi hukum)  

Praktek menyelenggaraan penegakan hukum di lapangan seringkali terjadi 

pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan 

konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan 

kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif. 

Oleh karena itu suatu tindakan atau kebijakan yang tidak sepenuhnya 

berdasarkan hukum merupakan suatu yang dapat dibenarkan sepanjang 

kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum.  

2) Faktor penegak hukum  

Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas 

atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam rangka penegakan 

hukum oleh setiap lembaga penegak hukum, keadilan dan kebenaran harus 

dinyatakan, terasa, terlihat dan diaktualisasikan. 

3) Faktor sarana dan fasilitas  

Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang 

berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, 

keuangan yang cukup. Tanpa sarana dan fasilitas yang memadai, penegakan 

                                                 
6
 Ibid. hlm.243-244 
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hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan penegak hukum tidak mungkin 

menjalankan peranan semestinya. 

4) Faktor masyarakat  

Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan 

hukum, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk 

mencapai dalam masyarakat. Bagian yang terpenting dalam menentukan 

penegak hukum adalah kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi 

kesadaran hukum masyarakat maka akan semakin memungkinkan penegakan 

hukum yang baik.  

5) Faktor Kebudayaan 

Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. 

Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-

nilai yang menjadi dasar hukum adat. Dalam penegakan hukum, semakin 

banyak penyesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan 

kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudahlah dalam 

menegakannya.
7
 

 

2. Konseptual  

 

 

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan 

dalam melaksanakan penelitian
8
. Berdasarkan definisi tersebut, maka batasan 

pengertian dari istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

a. Peranan adalah aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang 

melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia 

menjalankan suatu peran
9
 

b. Intelkam adalah serangkaian usaha, kegiatan, pekerjaan yang diwujudkan 

dalam bentuk-bentuk kegiatan penyelidikan, Pengamanan dan penggalangan 

untuk keperluan pelaksanaan tugas pokok kepolisian yang meliputi 

pemeliharaan keamanan masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, 

pengayoman dan pelayanan masyarakat
10

 

                                                 
7
 Soerjono Soekanto. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Rineka Cipta.  

 Jakarta. 1983. hlm.8-10 
8
 Soerjono Soekanto. Pengantar Penelitian Hukum. Rineka Cipta. Jakarta. 1986. hlm.103 

9
 Soerjono Soekanto. Op.Cit. hlm.243 

10
 Saronto Y Wahyu. Intelijen Teori, Aplikasi dan Moderenisasi. Ekalaya Saputra, Jakarta 2001. 

hlm.12 
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c. Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga 

polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Pasal 1 Ayat 1 Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik 

Indonesia). Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di 

bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, 

perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat (Pasal 2). 

d. Penanggulangan tindak pidana adalah berbagai tindakan atau langkah yang 

ditempuh oleh aparat penegak hukum dalam rangka mencegah dan mengatasi 

suatu tindak pidana dengan tujuan untuk menegakkan hukum dan melindungi 

masyarakat dari kejahatan
11

 

e. Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, 

larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu 

bagi siapa yang melanggar larangan tersebut.
12

 

f. Narkotika menurut Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 

tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan 

tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan 

penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai 

menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.
 
 

g. Penyalahgunaan narkotika menurut Pasal 1 Angka (5) Undang-Undang 

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah setiap aktivitas menggunakan 

narkotika tanpa hak atau melawan hukum. 

                                                 
11

 Barda Nawawi Arief. Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan.  

 PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2001. hlm. 23 
12

 Moeljatno, Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana, Bina Aksara,  

 Jakarta. 1993. hlm. 46. 
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h. Penguna narkotika Pasal 1 Angka (4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 

tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan semua jenis narkotika atau 

prekursor narkotika dengan tujuan untuk memperoleh kesenangan atau 

mendapatkan halusinasi ketenangan dalam penggunaan tersebut 

 

E. Sistematika Penulisan 

 

Sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:  

I  PENDAHULUAN  

Berisi pendahuluan penyusunan skripsi yang terdiri dari Latar Belakang, 

Permasalahan dan Ruang Lingkup, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, 

Kerangka Teori dan Konseptual serta Sistematika Penulisan.  

 

II  TINJAUAN PUSTAKA  

Berisi tinjauan pustaka dari berbagai konsep atau kajian yang berhubungan 

dengan penyusunan skripsi dan diambil dari berbagai referensi atau bahan 

pustaka yang berkaitan dengan peranan intelkam dalam penyelidikan 

tindak pidana penyalahgunaan narkotika  

 

III  METODE PENELITIAN  

Berisi metode yang digunakan dalam penelitian, terdiri dari Pendekatan 

Masalah, Sumber Data, Penentuan Narasumber, Prosedur Pengumpulan 

dan Pengolahan Data serta Analisis Data.  

 

IV  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

Berisi deskripsi berupa penyajian dan pembahasan data yang telah didapat 

penelitian, terdiri dari deskripsi dan analisis mengenai peranan intelkam 
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dalam penyelidikan tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh 

Direktorat Narkoba Kepolisian Daerah Lampung dan faktor-faktor yang 

menghambat peranan intelkam dalam penyelidikan tindak pidana 

penyalahgunaan narkotika oleh Direktorat Narkoba Kepolisian Daerah 

Lampung. 

 

V PENUTUP  

Berisi kesimpulan umum yang didasarkan pada hasil analisis dan 

pembahasan penelitian serta berbagai saran sesuai dengan permasalahan 

yang ditujukan kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

A. Teori Peranan 

 

 

Peranan diartikan sebagai seperanangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh 

orang yang berkedudukan di masyarakat. Kedudukan dalam hal ini diharapkan 

sebagai posisi tertentu di dalam masyarakat yang mungkin tinggi, sedang-sedang 

saja atau rendah. Kedudukan adalah suatu wadah yang isinya adalah hak dan 

kewajiban tertentu, sedangkan hak dan kewajiban tersebut dapat dikatakan 

sebagai peranan. Oleh karena itu, maka seseorang yang mempunyai kedudukan 

tertentu dapat dikatakan sebagai pemegang peranan (role accupant). Suatu hak 

sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan 

kewajiban adalah beban atau tugas.
 13

 

 

Secara sosiologis peranan adalah aspek dinamis yang berupa tindakan atau 

perilaku yang dilaksanakan oleh seseorang yang menempati atau memangku suatu 

posisi dan melaksanakan hak-hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya. 

Jika seseorang menjalankan peranan tersebut dengan baik, dengan sendirinya akan 

berharap bahwa apa yang dijalankan sesuai dengan keinginan dari lingkungannya. 

Peranan secara umum adalah kehadiran di dalam menentukan suatu proses 

keberlangsungan.Peranan merupakan dinamisasi dari statis ataupun penggunaan 

                                                 
13

 Tim Penulis. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Balai Pustaka, Jakarta. 2002. hlm. 348. 
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dari pihak dan kewajiban atau disebut subyektif. Peranan dimaknai sebagai tugas 

atau pemberian tugas kepada seseorang atau sekumpulan orang. Peranan memiliki 

aspek-aspek sebagai berikut:  

1) Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat 

seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian 

peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat. 

2) Peranan adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu 

dalam masyarakat sebagai organisasi. 

3) Peranan juga dapat diartikan sebagai perilaku individu yang penting bagi 

struktur sosial masyarakat.
14

 

 

 

Jenis-jenis peranan adalah sebagai berikut:  

1) Peranan normatif adalah peranan yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga 

yang didasarkan pada seperanangkat norma atau hukum yang berlaku dalam 

kehidupan masyarakat  

2) Peranan ideal adalah peranan yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga 

yang didasarkan pada nilai-nilai ideal atau yang seharusnya dilakukan sesuai 

dengan kedudukannya di dalam suatu sistem. 

3) Peranan faktual adalah peranan yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga 

yang didasarkan pada kenyataan secara kongkrit di lapangan atau kehidupan 

sosial yang terjadi secara nyata
15

. 

 

Berdasarkan uraian di atas maka yang dimaksud dengan peranan adalah aspek 

dinamis yang berupa tindakan atau perilaku yang dilaksanakan oleh seseorang 

yang menempati atau memangku suatu posisi dan melaksanakan hak-hak dan 

kewajiban sesuai dengan kedudukannya di dalam masyarakat 

 

B. Tugas, Fungsi dan Wewenang Polri dan Intelkam Polri 

 

Menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian 

Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa Kepolisian bertujuan untuk 

mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan 

ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, 

                                                 
14

 Soerjono Soekanto. Op.Cit. hlm.242. 
15

 Ibid. hlm. 243. 
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pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman 

masyarakat dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.  

 

1. Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia  

 

Menurut Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian 

Negara Republik Indonesia, tugas pokok Kepolisian adalah: 

a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; 

b. Menegakkan hukum;  

c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. 

 

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepolisian Negara Republik 

Indonesia bertugas: 

a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap 

kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;  

b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, 

dan kelancaran lalu lintas di jalan;  

c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran 

hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan 

peraturan perundang-undangan;  

d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;  

e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;  

f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap 

kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk 

pengamanan swakarsa;  

g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai 

dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;  

h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, 

laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas 

kepolisian;  

i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan 

hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan 

bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;  

j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani 

oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;  

k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya 

dalam lingkup tugas kepolisian;  

l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.  
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Tugas pokok intelijen Kepolisian menurut Surat Keputusan Kapolri Nomor: 

Skep/37/I/2005 adalah sebagai berikut: 

a. Melaksanakan pengamatan/penelitian terhadap masalah dan perubahan-

perubahan serta perkembangan kehidupan sosial dalam masyarakat untuk 

dapat mengetahui trend perkembangannya. 

b. Mengidentifikasi ancaman, gangguan, atau hambatan terhadap kamtibmas. 

c. Melaksanakan pengamatan terhadap sasaran-sasaran tertentu dalam 

masyarakat (di bidang Ipoleksosbud) guna menutup kesempatan dan 

mencegah berhasilnya pihak-pihak tertentu untuk mengekploitasi kelemahan-

kelemahan tertentu bagi kepentingan yang membahayakan masyarakat. 

d. Menciptakan kondisi tertentu yang menguntungkan di dalam masyarakat bagi 

pelaksanaan tugas Polri. 

 

 

2. Fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia  

 

Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian 

Negara Republik Indonesia, fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi 

pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban, penegakan 

hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. 

 

Selanjutnya menurut Pasal 3 disebutkan bahwa pengemban fungsi kepolisian 

adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh: 

a. Kepolisian khusus;  

Kepolisian khusus adalah instansi dan/atau badan Pemerintah yang oleh atau 

atas kuasa undang-undang (peraturan perundang-undangan) diberi wewenang 

untuk melaksanakan fungsi kepolisian dibidang teknisnya masing-masing. 

Wewenang bersifat khusus dan terbatas dalam "lingkungan kuasa soal-soal" 

(zaken gebied) yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang 

menjadi dasar hukumnya. Contoh "kepolisian khusus" yaitu Balai Pengawasan 
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Obat dan Makanan (Ditjen POM Depkes), Polsus Kehutanan, Polsus di 

lingkungan Imigrasi dan lain-lain. 

b. Penyidik Pegawai Negeri Sipil;  

c. Bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.  

Bentuk-bentuk pengamanan swakarsa adalah suatu bentuk pengamanan yang 

diadakan atas kemauan, kesadaran, dan kepentingan masyarakat sendiri yang 

kemudian memperoleh pengukuhan dari Kepolisian Negara Republik 

Indonesia, seperti satuan pengamanan lingkungan dan badan usaha di bidang 

jasa pengamanan. Bentuk-bentuk pengamanan swakarsa memiliki 

kewenangan kepolisian terbatas dalam "lingkungan kuasa tempat" (teritoir 

gebied/ruimte gebied) meliputi lingkungan pemukiman, lingkungan kerja, 

lingkungan pendidikan. Contohnya adalah satuan pengamanan lingkungan di 

pemukiman, satuan pengamanan pada kawasan perkantoran atau satuan 

pengamanan pada pertokoan. Pengaturan mengenai pengamanan swakarsa 

merupakan kewenangan Kapolri. Pengemban fungsi kepolisian tersebut 

melaksanakan fungsi kepolisian sesuai peraturan perundang-undangan yang 

menjadi dasar hukumnya masing-masing. 

 

Kepolisian sebagai institusi penegak hukum berperan besar dalam 

penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara untuk menjamin 

kepentingan mayoritas masyarakat atau warga negara, terjaminnya kepastian 

hukum sehingga berbagai perilaku kriminal dan tindakan sewenang-wenang yang 

dilakukan anggota masyarakat terhadap masyarakat lainnya akan dapat dihindari. 

Penegakan hukum secara ideal akan dapat mengantisipasi berbagai 

penyelewengan pada anggota masyarakat dan merupakan kepastian bagi 
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masyarakat dalam menaati dan melaksanakan hukum tersebut. Eksistensi hukum 

memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, karena 

hukum bukan hanya menjadi parameter untuk keadilan, keteraturan, ketentraman 

dan ketertiban, tetapi juga untuk menjamin adanya kepastian hukum.  

 

Menurut Pasal 5 disebutkan bahwa kepolisian merupakan alat negara yang 

berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan 

hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada 

masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. 

 

Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang 

merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran di bidang keamanan dan 

ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu 

prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka 

tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, 

dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketenteraman, yang mengandung 

kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat 

dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran 

hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.  

 

Fungsi Intelijen Kepolisian menurut Surat Keputusan Kapolri Nomor: 

Skep/37/I/2005 adalah sebagai berikut: 

a) Membina dan mengembangkan fungsi Intelijen Polri yang meliputi kegiatan 

penyelidikan, pengamanan dan penggalangan. 

b) Menyelenggarakan upaya untuk mendeteksi dan mengidentifikasi sumber-

sumber ancaman Kamtibmas atau sumber gangguan Kamtibmas khususnya 

kriminalitas. 

c) Menyelenggarakan upaya pengamanan masyarakat, untuk menghilangkan 

kerawanan Kamtibmas termasuk pengawasan orang asing. 
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d) Menyelenggarakan pengamanan dan pengawasan terhadap pengalaman, 

perijinan, penggunaan, pemindahan, pengangkutan, penyimpanan, 

penimbunan senjata api, amunisi dan bahan peledak yang bukan organik Polri/ 

TNI. 

e) Menyelenggarakan pemberian bantuan/back up operasi kepada satuan wilayah 

Polri di bawahnya. 

 

 

3. Wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia 

 

Menurut Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian 

Negara Republik Indonesia, wewenang Kepolisian adalah: 

a. Menerima laporan dan/atau pengaduan;  

b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat 

mengganggu ketertiban umum;  

c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat; antara lain 

pengemisan dan pergelandangan, pelacuran, perjudian, penyalahgunaan obat 

dan narkotika, pemabukan, perdagangan manusia, penghisapan/praktik lintah 

darat, dan pungutan liar. 

d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam 

persatuan dan kesatuan bangsa; Aliran yang dimaksud adalah semua atau 

paham yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan 

kesatuan bangsa antara lain aliran kepercayaan yang bertentangan dengan 

falsafah dasar Negara Republik Indonesia. 

e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif 

kepolisian;  

f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian 

dalam rangka pencegahan; 

g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian; 

h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang; 

i. Mencari keterangan dan barang bukti; 

j. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional; 

k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam 

rangka pelayanan masyarakat;  

l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan 

pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;  

m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.  

 

 

Selain itu, Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan lainnya berwenang: 

a. Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan 

masyarakat lainnya;  
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b. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor; 

c. Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;  

d. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;  

e. Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan 

senjata tajam; 

f. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan 

usaha di bidang jasa pengamanan;  

g. Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan 

petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;  

h. Melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan 

memberantas kejahatan internasional;  

i. Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang 

berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;  

j. Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian 

internasional;  

k. Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas 

kepolisian.  

 

 

Wewenang Intelijen Kepolisian menurut Surat Keputusan Kapolri Nomor: 

Skep/37/I/2005 meliputi penyelidikan, pengamanan dan penggalangan guna 

terpeliharanya stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif, 

harus dapat mengantisipasi berbagai perkembangan situasi sehingga apabila 

muncul ancaman faktual dapat ditangani secara prfesional dan proporsional sesuai 

dengan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang 

berlaku.  

 

C.  Tugas dan Fungsi Direktorat Reserse Narkoba 

Menurut Pasal 1 Angka (22) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik 

Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada 

Tingkat Kepolisian Daerah, diketahui bahwa Direktorat Reserse Narkoba 

(Ditresnarkoba) Kepolisian Daerah merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang 

berada di bawah Kapolda.  
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Menurut Pasal 148  Angka (2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik 

Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada 

Tingkat Kepolisian Daerah, diketahui bahwa Ditresnarkoba bertugas 

menyelenggarakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan 

narkotika, termasuk penyuluhan dan pembinaan dalam rangka pencegahan dan 

rehabilitasi korban penyalahgunaan narkotika.  

Ditresnarkoba dalam melaksanakan tugasnya, menurut Pasal 148  Angka (3) 

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 

tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Daerah, 

menyelenggarakan fungsi berikut: 

1. penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkotika; 

2. penganalisisan kasus narkoba beserta penangannya dan pengkajian efektifitas 

pelaksanaan tugas Ditresnarkoba; 

3. pengawasan penyidikan tindak pidana narkoba di lingkungan Polda; 

4. pembinaan dan penyuluhan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban 

penyalahgunaan narkotika; dan 

5. pengumpulan dan pengolahan data serta menyajikan informasi dan 

dokumentasi program kegiatan Ditresnarkoba. 

 

Ditresnarkoba dipimpin oleh Dirresnarkoba yang bertanggung jawab kepada 

Kapolda, dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolda. 

Ditresnarkoba dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Wadirresnarkoba yang 

bertanggungjawab kepada Dirresnarkoba. Ditresnarkoba terdiri dari: 

1. Subbagian Perencanaan dan Administrasi (Subbagrenmin); 

2. Bagian Pembinaan Operasional (Bagbinopsnal); 

3. Bagian Pengawas penyidikan (Bagwassidik); dan 

4. Sub Direktorat (Subdit). 
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D.  Pengertian Penyelidikan dan Penyidikan  

 

Istilah penyidikan dipakai sebagai istilah hukum pada tahun 1961 sejak dimuatnya 

istilah tersebut dalam Undang-Undang  Nomor 13 Tahun 1961 tentang Pokok-

Pokok Kepolisian. Sebelum dipakai istilah “pengusutan” yang merupakan 

terjemahan dari bahasa Belanda opsporing
16

. Dalam rangka sistem peradilan 

pidana tugas polisi terutama sebagai petugas penyidik tercantum dalam ketentuan 

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Penyidik bertugas ntuk 

menanggulangi pelanggaran ketentuan peraturan pidana, baik yang tercantum 

dalam maupun di luar ketentuan KUHP.  

 

Ketentuan tentang pengertian penyidikan tercantum dalam Pasal 1 butir (2) 

KUHAP bahwa: “penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan 

menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini untuk mencari serta 

mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana 

yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”  

 

Sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Ayat (1) KUHAP bahwa penyidik adalah pejabat 

polisi negara Republik Indonesia dan pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang 

diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Tujuan penyidikan secara konkrit 

dapat diperinci sebagai tindakan penyidik untuk mendapatkan keterangan tentang: 

a. Tindak pidana apa yang dilakukan. 

b. Kapan tindak pidana dilakukan.  

c. Dengan apa tindak pidana dilakukan.  

d. Bagaimana tindak pidana dilakukan.  

e. Mengapa tindak pidana dilakukan.  

f. Siapa pembuatnya atau yang melakukan tindak pidana tersebut
17

 

                                                 
16

 Ibid. hlm.71  
17

 Abdussalam, H. R. Op.Cit. hlm. 86. 
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Penyidikan ini dilakukan untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti  

yang pada tahap pertama harus dapat memberikan keyakinan, walaupun sifatnya 

masih sementara, kepada penuntut umum tentang apa yang sebenarnya terjadi  

atau tentang tindak pidana yang telah dilakukan serta siapa tersangkanya. Apabila 

berdasarkan keyakinan tersebut penuntut umum berpendapat cukup adanya alasan 

untuk mengajukan tersangka kedepan sidang pengadilan untuk segera 

disidangkan. Di sini dapat terlihat bahwa penyidikan suatu pekerjaan yang 

dilakukan untuk membuat terang suatu perkara, yang selanjutnya dapat dipakai  

oleh penuntut umum sebagai dasar untuk mengajukan tersangka beserta bukti- 

bukti yang ada kedepan persidangan. Bila diperhatikan pekerjaan ini mempunyai 

segi-segi yuridis, oleh karena keseluruhan pekerjaan ini ditujukan pada pekerjaan 

disidang pengadilan. Penyidikan dilakukan untuk kepentingan peradilan, 

khususnya untuk kepentingan penuntutan, yaitu untuk menentukan dapat tidaknya 

suatu tindakan atau perbuatan dilakukan penuntutan.  

 

Hal menyelidik dan hal menyidik secara bersama-sama termasuk tugas kepolisian 

yustisiil, akan tetapi ditinjau pejabatnya maka kedua tugas tersebut merupakan 

dua jabatan yang berbeda-beda, karena jika tugas menyelidik diserahkan hanya 

kepada pejabat polisi negara, maka hal menyidik selain kepada pejabat tersebut 

juga kepada pejabat pegawai negeri sipil tertentu. Pengertian mulai melakukan 

penyidikan adalah jika dalam kegiatan penyidikan tersebut sudah dilakukan upaya 

paksa dari penyidik, seperti pemanggilan pro yustisia, penangkapan, penahanan, 

pemeriksaan, penyitaan dan sebagainya.  

 



 

 

26 

Persangkaan atau pengetahuan adanya tindak pidana dapat diperoleh dari empat 

kemungkinan, yaitu: 

a. Kedapatan tertangkap tangan. 

b. Karena adanya laporan. 

c. Karena adanya pengaduan. 

d. Diketahui sendiri oleh penyidik
18

  

 

Penyidikan menurut Moeljatno dilakukan setelah dilakukannnya penyelidikan, 

sehingga penyidikan tersebut mempunyai landasan atau dasar untuk 

melakukannya. Dengan kata lain penyidikan dilakukan bukan atas praduga 

terhadap seseorang menurut penyidik bahwa ia bersalah. Penyidikan dilaksanakan 

bukan sekedar didasarkan pada dugaan belaka, tetapi suatu asas dipergunakan 

adalah bahwa penyidikan bertujuan untuk membuat suatu perkara menjadi terang 

dengan menghimpun pembuktian mengenai terjadinya suatu perkara pidana. 

Penyidikan dilakukan bila telah cukup petunjuk-petunjuk bahwa seorang atau para 

tersangka telah melakukan peristiwa yang dapat dihukum.
 19

 

  

Penyidikan memerlukan beberapa upaya agar pengungkapan perkara dapat 

diperoleh secara cepat dan tepat. Upaya–upaya penyidikan tersebut mulai dari 

surat panggilan, penggeledahan, hingga penangkapan dan penyitaan. Dalam hal 

penyidik telah mulai melakukan penyidikan sesuatu peristiwa yang merupakan 

tindak pidana, penyidik membertahukan hal itu kepada Penuntut Umum (sehari-

hari dikenal dengan SPDP atau Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) hal 

ini sesuai dengan KUHAP Pasal 109 Ayat (1). Setelah bukti-bukti dikumpulkan 

                                                 
18

 Sutarto. Op.Cit. hlm.73  
19

 Moeljatno, Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana,Bina Aksara, 

Jakarta. 1993. hlm.105 
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dan yang diduga tersangka telah ditemukan maka penyidik menilai dengan 

cermat, apakah cukup bukti untuk dilimpahkan kepada Penuntut Umum 

(kejaksaan) atau ternyata bukan tindak pidana. Jika penyidik berpendapat bahwa 

peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana maka penyidikan dihentikan 

demi hukum. Pemberhentian penyidikan ini dibertahukan kepada Penuntut Umum 

dan kepada tersangka atau keluarganya.  

 

Berdasarkan pemberhentian penyidikan tersebut, jika Penuntut Umum atau pihak 

ketiga yang berkepentingan, dapat mengajukan praperadilan kepada Pengadilan 

Negeri yang akan memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan. 

Jika Pengadilan Negeri sependapat dengan penyidik maka penghentian 

penyidikan sah, tetapi jika Pengadilan Negeri tidak sependapat dengan 

penyidikan, maka penyidikan wajib dilanjutkan. Setelah selesai penyidikan, 

berkas diserahkan pada penuntut Umum (KUHAP Pasal 8 Ayat (2)). Penyerahan 

ini dilakukan dua tahap: 

(1). Tahap pertama, penyidik hanya menyerahkan berkas perkara. 

(2). Dalam hal penyidik sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung 

jawab atas tersangka dan barang bukti kepada Penuntut Umum. 

 

Apabila pada penyerahan tahap pertama, Penuntut Umum berpendapat bahwa 

berkas kurang lengkap maka ia dapat mengembalikan berkas perkara kepada 

penyidik untuk dilengkapi disertai petunjuk dan yang kedua melengkapi sendiri. 

Menurut sistem KUHAP, penyidikan selesai atau dianggap selesai dalam hal: 

(a).Dalam batas waktu 14 hari penuntut umum tidak mengembalikan berkas 

perkara, atau apabila sebelum berakhirnya batas waktu tersebut penuntut 

umum memberitahukan pada penyidik bahwa hasil penyidikan sudah lengkap. 
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(b).Sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Ayat (4) KUHAP Jo Pasal 8 Ayat (3)  

huruf (b), dengan penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti 

dari penyidik kepada penuntut umum. 

(c). Dalam hal penyidikan dihentikan sesuai dengan ketentuan Pasal 109 Ayat (2), 

yakni karena tidak terdapatnya cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan 

merupakan suatu tindak pidana, atau penyidikan dihentikan demi hukum. 

 

Selesainya penyidikan dalam artian ini adalah bersifat sementara, karena bila 

disuatu saat ditemukan bukti-bukti baru, maka penyidikan yang telah dihentikan 

harus dibuka kembali. Pembukaan kembali penyidikan yang telah dihentikan itu, 

dapat pula terjadalam putusan praperadilan menyatakan bahwa penghentian 

penyidikan itu tidak sah dan memerintahkan penyidik untuk menyidik kembali 

peristiwa itu. Berdasarkan Pasal 110 Ayat (4) KUHAP, jika dalam waktu 14 hari  

Penuntut Umum tidak mengembalikan berkas (hasil penyidikan) maka penyidikan 

dianggap telah selesai.  

 

Tugas utama penyidik sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Pasal 1 Ayat 

(2) KUHAP, maka untuk tugas utama tersebut penyidik diberi kewenangan 

sebagaimana diatur oleh Pasal 7 KUHAP untuk melaksanakan kewajibannya, 

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum 

Acara Pidana, penyidik sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Ayat (1) huruf (a) 

karena kewajibannya mempunyai wewenang:  

a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang tindak pidana. 

b. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian. 

c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri  

tersangka. 

d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan. 

e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat. 

f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang. 

g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi. 

h. Mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan 

perkara. 

i. Mengadakan penghentian penyidikan. 

j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. 
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Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pokok Kepolisian Negara Republik 

Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 14 Ayat (1) huruf (g) menyatakan bahwa 

wewenang penyidik adalah melakukan penyidikan terhadap semua tindak pidana 

sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.  

 

Menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 pada Pasal 15 Ayat (1), 

menyatakan bahwa wewenang penyidik adalah: 

1). Menerima laporan atau pengaduan.  

2). Melakukan tindakan pertama pada tempat kejadian. 

3). Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang. 

4). Menerima dan menyimpan barang temuan sementara waktu. 

 

E. Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika dan Undang-Undang yang 

Mengatur 

 

 

Penyalahgunaan narkotika menurut Pasal 1 Angka (5) Undang-Undang Nomor 35 

Tahun 2009 tentang Narkotika adalah setiap aktivitas menggunakan narkotika 

tanpa hak atau melawan hukum. 

 

Menurut Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang 

Narkotika, narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan 

tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan 

atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan 

rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. 

 

Narkotika merupakan bahan/zat/obat yang umumnya digunakan oleh sektor 

pelayanan kesehatan, yang menitikberatkan pada upaya penanggulangan dari 
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sudut kesehatan fisik, psikis, dan sosial. napza sering disebut juga sebagai zat 

psikoaktif, yaitu zat yang bekerja pada otak, sehingga menimbulkan perubahan 

perilaku, perasaan, dan pikiran pada orang yang mengkonsumsinya
20

 

 

Narkotika adalah bahan/zat/obat yang bila masuk kedalam tubuh manusia akan 

mempengaruhi tubuh terutama otak/ susunan saraf pusat, sehingga menyebabkan 

gangguan kesehatan fisik, psikis, dan fungsi sosial karena terjadi kebiasaan, 

ketagihan (adiksi) serta ketergantungan (dependensi).
21

 

 

Berdasarkan beberapa pengertian di atas maka dapat dianalisis bahwa narkotika 

adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis 

maupun semisintetis yang pada satu sisi merupakan obat atau bahan yang 

bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan 

ilmu pengetahuan dan di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang 

sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan 

pengawasan yang ketat dan saksama 

 

Beberapa jenis narkotika yang sering disalahgunakan adalah sebagai berikut:  

 

a. Narkotika Golongan I  

Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan, dan 

tidak ditujukan untuk terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi 

menimbulkan ketergantungan, (Contoh: heroin/putauw, kokain, ganja). 

b. Narkotika Golongan II  

Narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan 

dapat digunakan dalam terapi atau tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai 

potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan (Contoh: morfin, petidin). 

c. Narkotika Golongan III  

Narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi 

atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan 

mengakibatkan ketergantungan (Contoh: kodein)
 22
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 Erwin Mappaseng. Op.Cit. hlm.2 
21

 Dharana Lastarya. Op.Cit. hlm.15. 
22

 Ibid. hlm.16 
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Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Narkotika diketahui bahwa pelaku 

tindak pidana narkoba diancam dengan pidana yang tinggi dan berat dengan 

dimungkinkannya terdakwa divonis maksimal yakni pidana mati selain pidana 

penjara dan pidana denda. Mengingat tindak pidana narkotika termasuk dalam 

jenis tindak pidana khusus maka ancaman pidana terhadapnya dapat dijatuhkan 

secara kumulatif dengan menjatuhkan 2 (dua) jenis pidana pokok sekaligus, 

misalnya pidana penjara dan pidana denda atau pidana mati dan pidana denda.  

Menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika 

menjelaskan bahwa pemberlakuan Undang-Undang Narkotika bertujuan: 

a. Menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan 

dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; 

b. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari 

penyalahgunaan Narkotika; 

c. Memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan 

d. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalah 

Guna dan pecandu Narkotika. 

 

 

Pasal 111 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika: 

(1)  Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, 

memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 

I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 

(empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda 

paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling 

banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah). 

(2)  Dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, 

menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk 

tanaman sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) 

kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, pelaku dipidana dengan 

pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) 

tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum 

sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga). 

 

Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika: 

(1)  Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, 

menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, 

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling 
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lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit 

Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak 

Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah). 

(2)  Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan 

Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada Ayat 

(1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana 

penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun 

dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidanan denda maksimum 

sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga). 

 

Pasal 113 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika: 

(1)  Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, 

mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I, 

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling 

lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit 

Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak 

Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). 

(2)  Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau 

menyalurkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) 

dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 

(lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 

5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur 

hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 

20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud 

pada Ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga). 

 

Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika: 

 

(1)  Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk 

dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, 

menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan 

pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) 

tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling 

sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak 

Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). 

(2)  Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, 

menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima 

Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) yang dalam 

bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) 

batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, 

pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau 

pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua 

puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada 

Ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga). 
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Berdasarkan uraian di atas maka diketahui bahwa tindak pidana narkotika diatur 

dan diancam pidana sebagaimana tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 35 

Tahun 2009 tentang Narkotika, berupa pidana penjara denda, pidana penjara atau 

pidana penjara seumur hidup dan bahkan pidana mati, sesuai dengan kesalahan 

yang dilakukan oleh pelakunya.     
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III. METODE PENELITIAN 

 

 

 

A. Pendekatan Masalah 

 

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yurdis 

normatif dan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif 

dimaksudkan sebagai upaya memahami persoalan dengan tetap berada atau 

bersandarkan pada lapangan hukum, sedangkan pendekatan yuridis empiris 

dimaksudkan untuk memperoleh kejelasan dan pemahaman dari permasalahan 

dalam penelitian berdasarkan realitas yang ada.
23

 

 

B. Sumber dan Jenis Data  

 

Sumber dan jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah: 

1. Data Primer 

Data primer adalah data utama yang diperoleh secara langsung dari lapangan 

penelitian dengan cara melakukan wawancara dengan pihak Direktorat 

Narkoba Kepolisian Daerah Lampung untuk mendapatkan data yang 

diperlukan dalam penelitian.  

2. Data Sekunder  

Data sekunder adalah data tambahan yang diperoleh dari berbagai sumber 

hukum yang berhubungan dengan penelitian ini, yaitu sebagai berikut:  

                                                 
23

 Soerjono Soekanto. Pengantar Penelitian Hukum. Rineka Cipta. Jakarta. 1986. hlm.55 
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a. Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum primer bersumber dari:  

1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 73 

Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana 

2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 

3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara 

Republik Indonesia 

4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika 

5) Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pedoman 

Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 

b. Bahan hukum sekunder 

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang mendukung bahan 

hukum primer yang terdiri dari berbagai produk hukum, dokumen atau 

arsip yang berhubungan dengan penelitian  

c. Bahan hukum tersier  

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk dan 

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, 

seperti teori atau pendapat para ahli yang tercantum dalam berbagai 

referensi atau literatur buku-buku hukum serta dokumen-dokumen yang 

berhubungan dengan masalah penelitian. 
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C. Penentuan Narasumber 

 

Narasumber penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Penyidik Direktorat Narkoba Polda Lampung   : 2 orang  

b. Akademisi Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum  

Universitas Lampung       : 1 orang + 

Jumlah         : 3 orang   

  

 

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data  

 

1. Prosedur Pengumpulan Data  

Pengumpulan data dilakukan dengan prosedur sebagai berikut: 

a. Studi pustaka (library research) 

Dilakukan dengan serangkaian kegiatan seperti membaca, menelaah dan 

mengutip dari literatur serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok bahasan.  

b. Studi lapangan (field research) 

Dilakukan dengan kegiatan wawancara (interview) kepada responden 

sebagai usaha mengumpulkan data yang berkaitan dengan permasalahan 

dalam penelitian. 

 

2. Prosedur Pengolahan Data  

Pengolahan data dilakukan untuk mempermudah analisis data yang telah 

diperoleh sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Adapun pengolahan data 

yang dimaksud meliputi tahapan sebagai berikut: 
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a. Seleksi data, merupakan kegiatan pemeriksaan untuk mengetahui 

kelengkapan data selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan 

yang diteliti.  

b. Klasifikasi data, merupakan kegiatan penempatan data menurut kelompok-

kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang 

benar-benar diperlukan dan akurat untuk dianalisis lebih lanjut.  

c. Penyusunan data, merupakan kegiatan penempatan dan menyusun data 

yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan 

terpadu pada subpokok bahasan sehingga mempermudah interpretasi data.  

 

E. Analisis Data 

 

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. 

Analisis data adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara 

sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk 

memperoleh suatu kesimpulan. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode 

induktif, yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat khusus lalu menarik kesimpulan 

yang bersifat umum.
24
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V. PENUTUP 

 

 

 

 

A. Simpulan  

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka kesimpulan dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut:  

 

1. Peranan intelkam dalam penyelidikan tindak pidana penyalahgunaan 

narkotika oleh Direktorat Narkoba Kepolisian Daerah Lampung termasuk 

dalam peranan normatif dan faktual. Peranan normatif didilaksanakan 

berdasarkan peraturan perundang-undangan khususnya Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan 

Surat Keputusan Kapolri Nomor: Skep/37/I/2005 tentang Intelijen Polri. Peran 

faktual dilaksanakan dengan kegiatan pengumpulan bahan/data, pembuatan 

hipotesa, pengumpulan data tambahan, analisis dan konklusi data intelijen 

penyalahgunaan narkotika. Setelah didapatkan data intelijen selanjutnya 

dilaksanakan penyelidikan melalui tindakan penyamaran dan penindakan 

pemberantasan, kemudian dilaksanakan penyidikan terhadap pelaku sesuai 

dengan ketentuan hukum acara yang berlaku dan setelah lengkap berkas 

dilimpahkan ke Kejaksaan untuk proses hukum selanjutnya. 
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2. Faktor-faktor penghambat peranan intelkam dalam penyelidikan tindak pidana 

penyalahgunaan narkotika oleh Direktorat Narkoba Kepolisian Daerah 

Lampung faktor penegak hukum yaitu secara kuantitas masih kurangnya 

personil Intelkam dan secara kualitas masih belum optimalnya pelaksanaan 

identifikasi ancaman kamtibmas, faktor sarana prasana yaitu keterbatasan 

sarana dan prasarana untuk mengidentifikasi keberadaan bandar narkotika, 

faktor masyarakat yaitu masih adanya ketakutan atau keengganan masyarakat 

untuk menjadi saksi dalam proses penegakan hukum terhadap pelaku 

penyalahgunaan narkotika dan faktor budaya yaitu masih digunakannya 

hukum adat oleh masyarakat dalam menyelesaikan perkara pidana.  

 

 

B. Saran 

 

Saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Agar sistem deteksi dini intelkam Polri lebih mendapat pemahaman dan 

perhatian yang lebih sehingga dapat melakukan antisipasi yang tepat nantinya 

ketika melakukan tugas di lapangan, khususnya dalam penyelidikan tindak 

pidana penyalahgunaan narkotika.  

2. Penyidik disarankan untuk melaksanakan teknik penyelidikan yang paling 

efektif dan efisien dalam mengungkap tindak pidana narkotika. Hal ini 

diperlukan guna mengantisipasi semakin berkembangnya tindak pidana 

narkotika di wilayah hukum Polda Lampung pada khususnya. 
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